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SERANG - Menjelang berakhirnya masa sekolah tahun ajaran 2026/2026, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten
memberikan atensi khusus terhadap potensi maladministrasi dalam sektor pendidikan menjelang kelulusan sekolah.
Langkah ini merespons keluhan masyarakat, khususnya para wali murid, terkait adanya dugaan maladministrasi berupa
permintaan/penerimaan imbalan atau sering kita dengar dengan istilah pungutan liar (pungli) berkedok biaya acara
perpisahan dan penebusan ijazah di satuan pendidikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Rl Provinsi Banten, Fadli Afriadi, dalam keterangannya pada Senin (25/5/2026)
menegaskan bahwa biaya penebusan ijazah maupun pembebanan biaya kegiatan kelulusan dalam bentuk apa pun
kepada siswa tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan pelayanan publik di bidang pendidikan.

"Sekolah, terutama sekolah negeri yang sudah dibiayai oleh negara, dilarang keras melakukan pungutan yang mengikat,
bersifat wajib, dan memberatkan orang tua murid. Apa pun alasannya, baik untuk kegiatan perpisahan atau mengaitkan
dengan ijazah, misalnya," ujar Fadli.

Fadli juga mengatakan bahwa adalah hak siswa untuk menerima ijazah sehingga tidak boleh disandera oleh kewajiban
finansial yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, atau menjadikan ijazah sebagai alasan untuk melakukan pungutan.

Menurutnya, Ombudsman telah mendapatkan beberapa informasi mengenai adanya pungutan yang dikaitkan dengan
kegiatan perpisahan dan ijazah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ombudsman Banten mengingatkan pihak komite sekolah dan kepala sekolah untuk
melakukan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup yang diatur sehingga tidak berujung pada pelanggaran hukum.
Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus konsisten mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
keadilan tanpa membebani masyarakat.

Sesuai dengan regulasi, terdapat ketentuan yang mengatur dibolehkannya sumbangan dan dilarangnya pungutan dalam
dunia pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite
Sekolah, sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik
perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat, atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan
pendidikan. Sedangkan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/wali yang bersifat
wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Dalam konteks madrasah, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite



Madrasah yang menyebutkan bahwa sumbangan adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa oleh peserta didik,
orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama secara sukarela, dan tidak mengikat.

Kedua regulasi tersebut menitikberatkan bahwa sumbangan tidak boleh mengikat dan bersifat sukarela.

Dalam dua regulasi tersebut juga sama-sama melarang komite untuk menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan
bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam serta mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik
baru secara langsung atau tidak langsung.

Guna mencegah maladministrasi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten mengimbau kepada seluruh masyarakat
dan wali murid yang menemui atau menjadi korban pungutan serupa untuk tidak ragu menyampaikan laporannya kepada
Ombudsman.

Masyarakat dapat mengakses dan menyampaikan pengaduan resmi secara langsung maupun tidak langsung melalui
kanal-kanal aduan Ombudsman Banten berikut. Pertama, melalui kunjungan/bersurat ke alamat kantor di Jalan Kol. TB
Suwandi, Lingkar Selatan, Kota Serang, Provinsi Banten. Menghubungi WhatsApp di nomor 08111273737, atau
mengirimkan surel/email melalui pengaduan.banten@ombudsman.go.id.
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